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 “Penyelesaian Pembiayaan Macet Oleh Koperasi Artha Bahana Syariah Melalui 

Gugatan Sederhana Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (Tidak Dibebani Hak 

Tanggungan) di Pengadilan Agama” 

ABSTRAK 

Pembiayaan oleh KSPPS mengandung resiko tidak kembali dana yang disalurkan 

atau disebut pembiayaan macet, hal ini juga dialami oleh Koperasi Artha Bahana 

Syariah dalam memberikan pembiayaan, dan apabila pembiayaan macet tersebut 

tidak diselesaiakan maka akan mempengaruhi kelangsungan usaha Koperasi Artha 

Bahana Syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme 

hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh Koperasi Artha Bahana 

Syariah dan untuk mengetahui Putusan hakim Pengadilan Agama apabila 

pembiayaan dengan jaminan sertifikat hak milik (tidak dibebani Hak 

Tanggungan). Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan non 

doctrinal, hokum dideskripsikan sebagai gejala social yang empiris. Penelitian ini 

adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian 

lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukan Mekanisme 

Hukum dalam penyelesaian pembiayaan macet oleh di KSPPS Artha Bahana 

Syariah adalah Pertama dengan cara diselesaiakan secara musyawarah atau 

kekeluargaan penjadwalan kembali (Rescheduling), penjualan jaminan atau 

disebut dengan Non Litigasi dan kedua Proses litigasi. KSPPS melayangkan 

somasi ke anggota hingga proses ke ranah Pengadilan Agama. Mengenai putusan 

Pengadilan Agama tentang bagaimana jika pembiayaan macet dengan jaminan 

sertifikat tanah tidak dibebani hak tanggungan adalah sebagai berikut : Jika tidak 

dipasang hak tanggungan (HT) sehingga tidak muncul Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) dan tidak pula dipasang Surat kuasa membebankan hak 

tanggungan (SKMHT) sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, meskipun bunyi pasal klausula akad 

Penggugat selaku penyedia pembiayaan berhak mengambil alih atau 

memindahtangankan kepada pihak ketiga agunan dan/atau barang yang 

dijaminkan tersebut kepada pihak ketiga, untuk melunasi kewajiban para Tergugat 

kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 200 ayat (1) HIR penjualan terhadap 

obyek barang jaminan harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (KNPKL) 

dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan. 

Kata Kunci : Pembiayaan Macet, Penyelesaian Pembiayaan Macet, Hak 

Tanggungan, Pengadilan Agama, KSPPS Artha Bahana Syariah 
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"Settlement of bad financing by the Artha Bahana Syariah Cooperative through a 

simple lawsuit with a guarantee of a certificate of ownership (not burdened with 

mortgage rights) in the Religious Court" 

ABSTRACT 

Financing by KSPPS carries the risk of not returning the funds disbursed or called 

bad financing, this is also experienced by the Artha Bahana Syariah Cooperative 

in providing financing, and if the bad financing is not resolved it will affect the 

business continuity of the Artha Bahana Syariah Cooperative. The aim of this 

research is to find out the legal mechanism for resolving bad financing by the 

Artha Bahana Syariah Cooperative and to find out the decision of the Religious 

Court judge if the financing is guaranteed by a certificate of ownership (not 

burdened with mortgage rights). The method used in this research is a non-

doctrinal approach, law is described as an empirical social phenomenon. This 

research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, 

namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in 

society. The research results show that the legal mechanism for resolving bad 

financing by KSPPS Artha Bahana Syariah is firstly by resolving it through 

deliberation or in a friendly way, rescheduling, selling collateral or what is called 

Non-Litigation and secondly, the litigation process. KSPPS sent a summons to 

members and took the process to the Religious Courts. Regarding the decision of 

the Religious Court regarding what happens if financing fails with the guarantee 

of a land certificate that is not encumbered with mortgage rights, it is as follows: 

If the mortgage right (HT) is not installed, then the Deed of Granting Mortgage 

Rights (APHT) does not appear and the power of attorney to impose mortgage 

rights (SKMHT) is not installed. ) as intended by law number 4 of 1996 

concerning Mortgage Rights, despite the provisions of the contract clause, the 

Plaintiff as the financing provider has the right to take over or transfer to a third 

party the collateral and/or goods guaranteed to a third party, to pay off the 

Defendants' obligations to Plaintiff, based on article 200 paragraph (1) HIR, sales 

of collateral objects must be carried out through the State Auction Office 

(KNPKL) by filing a lawsuit in court. 

 

Keywords : Financing Stalled, Resolving bad Financing, Mortgage Right, 

Religious Court, KSPPS Artha Bahana Syariah 


